PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR
PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR

Menimbang

Mengingat

w

KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Menteri
Dalam Negeri selaku Ketua DPOD dapat menerbitkan peraturan dalam
rangka pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sidang Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah dalam pengambilan keputusan terhadap saran dan
pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi
~===ah dc~ ~~-imbanc--'-~rangan ant*= “emerintah dan Pemerintahan
Daer 1 } irlu o kuk n perubahan @ .rhadc » Peraturan Menteri Dalam
Nege N: mor 30 ‘ah n 2005 tentan Keangyote ir Jer  Serti . >ga
Ot mi Daerah de " ur Per akilan Pen :rint: 1 D. 2rea, P kar
vtonomi aerah ¢ an  akar Keuang »;

bahwa b¢ dasar in [ rtimbangan se agair na lima. sud ¢ ale n hv If a
dan huru. - ..iu me..etapkan Peratui.  ..entel. Dalai.. .eger. _n. 1g
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005
tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur
Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar
Keuangan;

Ur dar -Unjang Nomor &) Tanwi 2)04 . tar ¥ Pc merintahan Daerah
(lemtaan Negira Reudlik ndoiela 71atur 2004 Nomor 125,
Taml =~ Lermoargr ™-jara Repiblik Irjoesia Nomor 4437)
~eb¢ gain al a_tei~h divpah bel eraja ali- teraki - dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Daerah
(L embaran Nenara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
L *mba an N 2ga a Rey ¢ hlik Ind snc sic Noiror '84 );

L hdanc -Unc ang Non or 33 Tahur Z)04 t¢ n an e unvangan Keuangan
atara er erin ah “use! Jyan F2n 2rintih Daal (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, lambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Urdan -Unijang Nonor 79 T 7002 onte \g Fementerian Negara
(Lamkaan Negira Rerudlik ndoieia “atua 2008 Nomor 166,
Tamtahan .emb iran Ne iary Re ubli | \done jic Noror 4916);

Jerz urai F==="de~ *on.or 23 Te hun 20L = *.nte ng + ewan Pertimbangan
Otonomi Daerah;

MEM'YJTUSKAN:



Menetapkan . PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30
TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN
OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH,
PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN.

Pasal |

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang
Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah
Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

Masa tugas keanggotaan DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 selama 2
(dua) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali.

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2010

MENTERI DALAM NEGERI,
TTD

GAM+ VAN FAUZ!



